KEMENTERIAN PERTANIAN

v BADAN PERAKITAN DAN MODERNISAS| PERTANIAN
%%w BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN LAMPUNG

JI. ZA. Pagar Alam No.1a Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILI (0721) 705273
WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id - e-mail: brmp.lampung@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR : 35/Kpts/HM.130/H.12.9/01/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik
bidang pertanian maka PPID Pelaksana mempunyai tugas
menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian
Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar
Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian
melalui Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Lampung selaku atasan PPID
Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian,;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian
Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1 Tahun 2022
tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana
Lingkup Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

'11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor:128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tanggal 4 Februari
2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang
Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok
Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
177 /Kpts./KP.230/A/2/2026 tanggal 12 Februari 2026
tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan
Pejabat Administrator Lingkup Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertaniann;

14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Nomor 154 /Kpts/OT.050/H.02/2026 tanggal 13
Februari 2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan
Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian;

15. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Lampung Nomor:
01/Kpts/OT.220/H.12.9/02/2026 Tanggal 18 Februari
2026 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata
Kerja Balai Besar Penerapan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TENTANG DAFTAR
LNFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TAHUN
2026.

Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Lampung yang dikelola Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga
diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Lampung bertujuan memberikan
petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik
yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Lampung, dan menjamin terwujudnya tujuan
penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



KETIGA

KEEMPAT

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi
Publik yang Dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 18 Februari 2026

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar

1.
2.

Lampung.
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